PEMBERLAKUAN PIDANA DENDA TERHADAP
KORPORASI BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN'
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ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui  bagaimana  pemberlakuan
pidana denda terhadap korporasi apabila
melakukan perbuatan pidana terhadap saksi
dan korban dan bagaimana tindak pidana
korporasi yang dilakukan sehingga dapat
dikenakan pidana denda menurut Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban. Dengan menggunakan metode
penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 13  Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi Dan Korban dikenakan
pidana denda korporasi dapat dijatuhi
pidana tambahan berupa: pencabutan izin
usaha; pencabutan status badan hukum;
dan/atau pemecatan pengurus. 2. Tindak
pidana korporasi yang dilakukan sehingga
dapat dikenakan pidana denda yaitu:
memaksakan kehendaknya dengan
menggunakan kekerasan atau cara tertentu,
yang menyebabkan saksi dan/atau korban
tidak memperoleh perlindungan serta akibat
perbuatan tersebut menimbulkan luka berat
dan matinya saksi dan/atau korban.
menghalang-halangi saksi dan/atau korban
secara melawan hukum sehingga saksi
dan/atau  korban tidak memperoleh
perlindungan atau bantuan, serta
menyebabkan saksi dan/atau korban atau
keluarganya kehilangan pekerjaan karena
saksi dan/atau korban tersebut memberikan
kesaksian yang benar dalam proses
peradilan dan dikuranginya hak-hak saksi
dan korban sebagai manusia. secara
melawan hukum memberitahukan
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keberadaan Saksi dan/atau korban vyang
sedang dilindungi dalam suatu tempat
kediaman sementara atau tempat kediaman
baru.

Kata kunci: Pemberlakuan Pidana Denda,
Korporasi, Perlindungan Saksi Dan Korban

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 1
angka 8. Perlindungan adalah segala upaya
pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk
memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau
Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau
lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang ini.

Apabila terjadi bentuk-bentuk tindak pidana
terhadap saksi dan korban, maka diperlukan
pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti yang
diperoleh  untuk proses hukum guna
membuktikan adanya keterlibatan korporasi
dalam perkara tindak pidana terhadap saksi dan
korban. Adanya alat bukti yang sah dalam
pemeriksaan di pengadilan telah membuktikan
dan menunjukkan korporasi secara sah telah
melakukan perbuatan pidana, maka
pemberlakuan  pidana denda terhadap
korporasi perlu diterapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Korporasi dapat juga dikenakan pidana
tambahan selain pidana denda sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan
Saksi dan Korban.

Peranan saksi dalam setiap persidangan
perkara pidana sangat penting karena
keterangan saksi dapat mempengaruhi dan
menentukan kecenderungan keputusan hakim.
Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan
yang dapat menentukan kemana arah putusan
hakim. Hal ini selalu mendapat perhatian yang
sangat besar baik oleh pelaku hukum vyang
terlibat di dalam persidangan maupun oleh
masyarakat pemerhati hukum. Oleh karena itu
saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan
hukum karena dalam mengungkap suatu tindak
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pidana saksi secara sadar mengambil resiko
dalam mengungkapkan kebenaran materil.?

Denda ialah hukum yang berupa keharusan
membayar dalam bentuk uang atau lainnya
karena melanggar aturan, undang-undang atau
aturan-aturan lain yang hidup di tengah-tengah
masyarakat.*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemberlakuan pidana
denda terhadap korporasi apabila
melakukan perbuatan pidana terhadap
saksi dan korban ?

2. Bagaimanakah tindak pidana korporasi
yang dilakukan sehingga dapat dikenakan
pidana denda menurut Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban ?

C. METODE Penelitian

Metode penelitian hukum normatif yang
digunakan dalam penyusunan Skripsi ini.
Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan
melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan
hukum yang dikumpulkan tersebut terdiri dari
peraturan perundang-undangan, yang
mengatur mengenai perlindungan sanksi dan
korban yaitu: Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban dan peraturan perundang-
undangan lainnya yang merupakan bahan
hukum primer dan bahan-bahan hukum
sekunder seperti: literatur dan buku-buku karya
ilmiah  hukum, jurnal-jurnal hukum dan
informasi lainnya yang diperoleh dari media
elektronik dan media cetak serta kamus-kamus
hukum dan kamus umum sebagai bahan hukum
tersier.

PEMBAHASAN

A. Pemberlakuan Pidana Denda Terhadap
Korporasi Apabila Melakukan Perbuatan
Pidana Terhadap Saksi Dan Korban
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

3 Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, Op.Cit, hal. 1.
4 Sudarsono, Kamus Hukum, Op.Cit. hal. 94.

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal

42A ayat:

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan
Pasal 41 dilakukan oleh korporasi maka
penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan
dilakukan terhadap korporasi dan/atau
pengurusnya.

(2) Selain pidana penjara dan pidana denda
terhadap pengurusnya, pidana yang dapat
dijatuhkan terhadap korporasi berupa
pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga)
kali dari pidana denda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan
Pasal 41

(3) Selain  pidana denda  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), korporasi dapat
dijatuhi pidana tambahan berupa:

a. pencabutan izin usaha;

b. pencabutan status badan hukum;

dan/atau

C. pemecatan pengurus.

Pasal 43 ayat:

(1) Dalam hal terpidana tidak mampu
membayar pidana denda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan
Pasal 42, pidana denda tersebut diganti
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun.

(2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana
denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicantumkan dalam amar putusan hakim.
Sanksi pidana, strafsanctie, yaitu akibat

hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana
yang berupa pidana dan/atau tindakan.® Pidana
(Straf): hukuman vyang dijatuhkan terhadap
orang yang terbukti bersalah melakukan delik
berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum
tetap.6 Tindak pidana; delik, delict; delikt;
offence: perbuatan yang dilarang dan diancam
dengan pidana oleh undang-undang.’

Menurut Bambang Poernomo, seorang
melakukan perbuatan yang bersifat melawan
hukum atau melakukan sesuatu perbuatan
yang bersifat melawan hukum atau melakukan
sesuatu perbuatan sebagai perbuatan pidana,
belumlah berarti bahwa dia langsung dipidana.?

®> Andi Hamzah, Op.Cit, hal. hal. 138.

® Ibid, hal. 119.

7 Ibid, hal. 164.

8 Waluyadi, llmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif
Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran,
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Dia mungkin dipidana yang tergantung
kepada kesalahannya. Untuk dapat memidana
seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat
yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan
yang bersifat melawan hukum sebagai sendi
perbuatan pidana dan perbuatan yang
dilakukan dapat dipertanggungjawabkan
sebagai kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan
pidana harus ditentukan adanya perbuatan
pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari
alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap
tertuduh yang dituntut”. Dari pembatasan
tersebut dapat dipahami dengan sederhana,
bahwa untuk dapat mempidana seseorang
harus berdasarkan atas dua hal, vyaitu
seseorang itu harus melakukan perbuatan yang
melawan hukum dan seseorang tersebut harus
dapat dipertanggungjawabkan menurut
hukum.’

Keistimewaan hukum pidana terletak pada
daya paksanya yang berupa ancaman pidana
sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi
dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek
hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat
dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana
tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak
menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak
ada. la mempertahankan kaidah-kaidah yang
diadakan di lapangan lain dengan pengancaman
hukuman. Kewajiban-kewajiban yang
ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat
memaksa yang dipertajam  sungguhpun
seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal
dipertegas dalam undang-undang pidana.
Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang
sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-
peraturan yang telah ada dengan sehebat-
hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan
peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada
hakikatnya adalah sanksi.'

Sanksi pidana yang ada di dalam hukum
pidana merupakan salah satu penderitaan yang
istimewa sebab pidana yang diancamkan
kepada calon pelanggar kaidah-kaidah yang
bersangsi tadi, pasti dikenakan kepada
pelanggar-pelanggar atau pelaku kejahatan
yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara

Djambatan, Cetakan Ketiga. Edisi Revisi, Jakarta, 2007, hal.
120.

® Ibid, hal. 120-121

10 Sudarsono, Pengantar llmu Hukum, Cetakan Kelima, PT.
Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hal. 211.
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dan benda atau sanksi-sanksi lain yang telah
ditentukan oleh kaidah-kaidah pidana sesuai
dengan perkembangan dan pertumbuhan
hukum. Maksud ancaman pidana tersebut
adalah untuk melindungi kepentingan orang
dalam pergaulan hidup. Dalam hal ini hukum
pidana menggunakan ancaman pidana dan
penjatuhan pidana apabila kepentingan-
kepentingan tersebut seimbang dengan
pengorbanan yang harus ditanggung oleh
korban kejahatan atau pelanggaran.™

B. Tindak Pidana Korporasi Yang Dapat
Dikenakan Pidana Denda
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal

37 ayat:

(1) Setiap Orang yang memaksakan
kehendaknya dengan menggunakan
kekerasan atau cara tertentu, yang
menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak
memperoleh Perlindungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a,
huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf |
sehingga Saksi dan/atau Korban tidak
memberikan kesaksiannya pada setiap
tahap pemeriksaan, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan pidana denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan
kehendak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat
pada Saksi dan/atau Korban, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 7
(tujuh) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

(3) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan
kehendak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya
Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan
pidana penjara paling lama seumur hidup
dan pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 38. Setiap Orang vyang
menghalang-halangi Saksi dan/atau Korban
secara melawan hukum sehingga Saksi

" 1bid, hal. 211-212.
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dan/atau Korban tidak memperoleh
Perlindungan atau bantuan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf
i, huruf j, huruf k, huruf |, huruf p, Pasal 6 ayat
(1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 7
(tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Pasal 39. Setiap Orang yang menyebabkan
Saksi dan/atau Korban atau Keluarganya
kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau
Korban tersebut memberikan kesaksian yang
benar dalam proses peradilan, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).

Pasal 40. Setiap Orang yang menyebabkan
dirugikannya atau dikuranginya hak Saksi
dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat
(1), atau Pasal 7A ayat (1) karena Saksi
dan/atau Korban memberikan kesaksian yang
benar dalam proses peradilan, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah).

Pasal 41. Setiap Orang yang secara melawan
hukum memberitahukan keberadaan Saksi
dan/atau Korban yang sedang dilindungi dalam
suatu tempat kediaman sementara atau tempat
kediaman baru sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf k dan huruf | dipidana
dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh)
tahun dan pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kejahatan korporasi sebenarnya merupakan
kejahatan yang bersifat organisatoris, terjadi
dalam konteks hubungan di antara dewan
direktur, eksekutif dan manager di satu pihak
dan di antara pihak. Anatomi kejahatan
korporasi sangat kompleks yang bermuara pada
motif-motif ekonomis.Motif-motif ekonomis
tersebut tersebar pada spektrum yang sangat
luas. Kejahatan korporasi pada umumnya
diperankan oleh orang-orang yang berstatus
sosial tinggi dengan memanfaatkan
kesempatan dan jabatan tertentu serta dengan
cara kolektif dengan modus operandi yang
halus yang sukar dibandingkan dengan

kejahatan vyang dilakukan dengan secara
individu.™

Korporasi dewasa ini merupakan bentuk
organisasi bisnis yang paling penting. Korporasi
berkembang menjadi institusi tidak saja dalam
dunia bisnis yang mencari keuntungan,
melainkan juga sebagai bentuk organisasi
publik dan swasta yang tujuannya semata-mata
tidak hanya untuk mencapai keuntungan.
Korporasi telah tumbuh menjadi konsep yang
canggih dalam kerjasama dan pengumpulan
modal. Berbeda dengan aktivitas ekonomi
masyarakat primitif yang hanya dilakukan
secara individual atau paling jauh antar
kelompok keluarga, korporasi dihimpun dengan
mengikutsertakan  pihak  ketiga  bahkan
melampaui batas-batas negara.”

Secara singkat ajaran sifat melawan hukum
formal menyatakan bahwa apabila suatu
perbuatan telah mencocoki semua unsur yang
termuat dalam rumusan tindak pidana,
perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika
ada alasan-alasan pembenar, maka alasan-
alasan tersebut harus juga disebutkan secara
tegas dalam undang-undang. Ajaran vyang
materil mengatakan bahwa di samping
memenuhi  syarat-syarat  formal, vyaitu
mencocoki semua unsur yang tercantum dalam
rumusan delik, perbuatan itu harus benar-
benar dirasakan oleh masyarakat sebagai
perbuatan yang tidak patut atau tercela, karena
itu pula ajaran ini mengakui alasan-alasan
pembenar di luar undang-undang. Dengan
perkataan lain, alasan pembenar dapat berada
pada hukum yang tidak tertulis."

Sifat melawan hukum perbuatan dapat
dibedakan antara melawan hukum formil
dengan melawan hukum materiil. Suatu
perbuatan yang dinyatakan melawan hukum,
apabila persesuaian atau mencocoki dengan
rumusan delik dan sesuatu pengecualian,
seperti daya paksa, pembelaan terpaksa,
hanyalah karena ditentukan tertulis dalam
undang-undang. Jadi melawan hukum diartikan
bertentangan dengan undang-undang oleh

“Ibid, hal. 23.
Bibid, hal. 21.
% Junivers Girsang, Op.Cit, hal. 12-13.
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karena itu cara pandang ini disebut cara

pandang sifat melawan hukum formil."”

Sebaliknya tidak selamanya perbuatan
melawan hukum itu selalu bertentangan
dengan peraturan undang-undang dan suatu
perbuatan  yang  bertentangan  dengan
peraturan undang-undang dan suatu perbuatan
yang bertentangan dengan undang-undang
dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang
tidak melawan hukum. Melawan hukum dapat
diartikan baik bertentangan dengan undang
maupun hukum di luar undang-undang dan
cara pandang demikian disebut cara pandang
sifat melawan hukum yang materiil.*®

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. I.
Umum, angka 2: Undang-Undang Dasar 1945
menjelaskan dengan tegas, bahwa Negara
Indonesia berdasarkan atas hukum
(rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan
belaka (machtsstaat). Hal itu berarti bahwa
Republik Indonesia ialah negara hukum yang
demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak
asasi manusia dan menjamin  segala
warganegara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu
dengan tidak ada kecualinya. Jelaslah bahwa
penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak
asasi manusia maupun hak serta kewajiban
warganegara untuk menegakkan keadilan tidak
boleh ditinggalkan oleh setiap warganegara,
setiap penyelenggara negara, setiap lembaga
kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik
di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud
pula dalam dan dengan adanya hukum acara
pidana ini.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana, mengatur
mengenai  kewajiban hukum  masyarakat
khususnya saksi dalam membantu penyelesaian
perkara pidana sebagaimana dinyatakan pada
Pasal 108 ayat:

(1) Setiap orang yang mengalami, melihat,
menyaksikan dan atau menjadi korban
peristiwa yang merupakan tindak pidana
berhak untuk mengajukan laporan atau

Y. siswanto, S. Politik Hukum Dalam Undang-Undang
Narkotika, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta,
2012, hal. 207.

' bid, hal. 207-208.
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pengaduan kepada penyelidik dan atau

penyidik baik lisan maupun tertulis.

(2) Setiap orang yang mengetahui
permufakatan jahat untuk melakukan
tindak pidana terhadap ketenteraman dan
keamanan umum atau terhadap jiwa atau
terhadap hak milik wajib seketika itu juga
melaporkan hal tersebut kepada penyelidik
atau penyidik.

(3) Setiap pegawai negeri dalam rangka
melaksanakan tugasnya yang mengetahui
tentang terjadinya peristiwa yang
merupakan tindak pidana wajib segera
melaporkan hal itu kepada penyelidik atau
penyidik.

(4) Laporan atau pengaduan yang diajukan
secara tertulis harus ditandatangani oleh
pelapor atau pengadu.

(5) Laporan atau pengaduan yang diajukan
secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan
ditandatangani oleh pelapor atau pengadu
dan penyidik.

(6) Setelah menerima laporan atau pengaduan,
penyelidik atau penyidik harus memberikan
surat tanda penerimaan laporan atau
pengaduan kepada yang bersangkutan.
Penegakan  hukum dijalankan  untuk

menjaga, mengawal dan menghantar hukum
agar tetap tegak searah dengan tujuan hukum
dan tidak dilanggar oleh siapapun. Kegiatan
penegakan hukum  merupakan tindakan
penerapan hukum terhadap setiap orang yang
perbuatannya menyimpang dan bertentangan
dengan norma hukum, artinya hukum
diberlakukan bagi siapa saja dan
pemberlakuannya sesuai dengan mekanisme
dan cara dalam sistem penegakan hukum yang
telah ada. Dengan kata lain penegakan hukum
sebagai suatu kegiatan untuk menjaga dan
mengawal hukum agar tetap tegak sebagai
suatu norma vyang mengatur kehidupan
manusia demi terwujudnya  ketertiban,
kemanan dan ketentraman masyarakat dalam
menjalankan kehidupannya.®’

Di dalam proses penegakan hukum, negara
menjadi  pihak yang  bertanggungjawab
terhadap komitmen bersama sebagai negara
berdasar atas hukum, karena itu negara
bertanggungjawab atas ketertiban, keamanan

v Sadjijono, Polri Dalam Perkembangan Hukum Di
Indonesia, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo,
Yogyakarta, 2008, hal. 61-62.
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dan ketentraman  warganegaranya yang
merupakan tugas dan wewenang dari
pemerintah atau negara vyang kemudian
didelegasikan kepada lembaga-lembaga
hukum.*®

Peranan saksi dalam setiap persidangan
perkara pidana sangat penting karena kerap
keterangan saksi dapat mempengaruhi dan
menentukan kecenderungan keputusan hakim.
Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan
yang dapat menentukan kemana arah putusan
hakim. Hal ini selalu mendapat perhatian yang
sangat besar baik oleh pelaku hukum yang
terlibat di dalam persidangan maupun oleh
masyarakat pemerhati hukum. Oleh karena itu
saksi sudah sepatutnya diberikan perlindungan
hukum karena dalam mengungkap suatu tindak
pidana saksi secara sadar mengambil risiko
dalam mengungkapkan kebenaran materil.*

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban, memiliki peranan yang
sangat penting dalam rangka penegakan hukum
dan penanganan pelanggaran hak asasi
manusia. Perkembangan sistem peradilan
pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada
pelaku, tetapi juga berorientasi kepada
kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena itu,
kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan
diperkuat agar dalam menjalankan tugas,
fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis
dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga
penegak hukum yang berada dalam sistem
peradilan pidana. *° Keberadaan Saksi dan
Korban  merupakan hal yang sangat
menentukan dalam pengungkapan tindak
pidana pada proses peradilan pidana. Oleh
karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan
Perlindungan pada semua tahap proses
peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek
hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang
ini diperluas selaras dengan perkembangan
hukum di masyarakat.?!

*® Ibid, hal. 62.

19 Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, Op,Cit. hal.
1.

20 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan
Saksi dan Korban.

! Ibid.

Upaya perlindungan hak-hak asasi manusia,
maka bukanlah hal yang mudah dan dapat
dilakukan dalam waktu singkat, tetapi
merupakan suatu proses yang panjang seperti
halnya proses pembangunan itu sendiri. Oleh
karena itu upaya tersebut perlu dilakukan
secara berkelanjutan dan terpadu oleh semua
pihak, yakni pemerintah, organisasi-organisasi
politik dan kemasyarakatan maupun berbagai
lembaga swadaya masyarakat dan semua
lapisan masyarakat.?

Suatu masyarakat yang memiliki sistem
demokrasi akan melindungi warga negaranya
terhadap penganiayaan oleh negara melalui
komitmen kolektif pada kesejahteraan ekonomi
bersama dan memberi warga negaranya tingkat
kehidupan yang membuat mereka hidup
bermartabat.”

Pemberlakuan pidana denda terhadap
korporasi apabila melakukan perbuatan pidana
terhadap saksi dan korban merupakan bagian
dari  upaya penegakan  hukum  untuk
memberikan efek jera baik terhadap pengurus
korporasi maupun korporasi. Penghukuman
tersebut juga merupakan upaya untuk
mencegah terjadinya perbuatan pidana
terhadap saksi dan korban selama dalam proses
penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan
pemeriksaan di pengadilan, karena saksi
merupakan unsur penting dalam
mengungkapkan suatu perkara pidana selama
dalam pemeriksaan oleh aparatur hukum.

PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pemberlakuan pidana denda terhadap
korporasi apabila melakukan perbuatan
pidana terhadap saksi dan korban,
dilakukan melalui proses penyidikan,
penuntutan, dan pemidanaan dilakukan
terhadap korporasi dan/atau
pengurusnya. Apabila terbukti secara sah
melakukan tindak pidana, maka selain
pidana penjara dan pidana denda
terhadap pengurusnya, pidana vyang
dapat dijatuhkan terhadap korporasi
berupa pidana denda dengan

2poer Mauna, Hukum Internasional Pengertan Peranan
dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung,
2001, hal. 627.

2 R.E.,Howard, HAM Penjelajahan Dalih Relativisme
Budaya, PT Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000, hal. 319.
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pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana

denda sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Perlindungan Saksi Dan Korban. Selain

pidana denda korporasi dapat dijatuhi

pidana tambahan berupa: pencabutan
izin usaha; pencabutan status badan
hukum; dan/atau pemecatan pengurus.

2. Tindak pidana korporasi yang dilakukan
sehingga dapat dikenakan pidana denda
yaitu:

a. memaksakan kehendaknya dengan
menggunakan kekerasan atau cara
tertentu, yang menyebabkan saksi
dan/atau korban tidak memperoleh
perlindungan serta akibat perbuatan
tersebut menimbulkan luka berat dan
matinya saksi dan/atau korban.

b. menghalang-halangi saksi dan/atau
korban secara melawan hukum
sehingga saksi dan/atau korban tidak
memperoleh  perlindungan  atau
bantuan, serta menyebabkan saksi
dan/atau korban atau keluarganya
kehilangan pekerjaan karena saksi
dan/atau korban tersebut
memberikan kesaksian yang benar
dalam proses peradilan dan
dikuranginya hak-hak saksi dan
korban sebagai manusia.

c. secara melawan hukum
memberitahukan keberadaan Saksi
dan/atau  korban yang sedang
dilindungi  dalam suatu tempat
kediaman sementara atau tempat
kediaman baru.

B. Saran
1. Pemberlakuan pidana denda terhadap
korporasi apabila melakukan perbuatan
pidana terhadap saksi dan korban perlu
diterapkan sesuai dengan jenis-jenis
perbuatan yang dilakukan beradsarkan
peraturan perundang-undangan vyang
berlaku untuk memberikan efek jera
terhadap pelakunya dan bagi pihak lain
sebagai bentuk pembelajaran untuk tidak
melakukan perbuatan yang sama sebagai
upaya hukum mencegah terjadinya
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tindak pidana korporasi terhadap saksi
dan korban.

2. Tindak pidana yang melibatkan korporasi
terhadap saksi dan korban perlu dicegah
karena dapat mengakibatkan posisi saksi
dan/atau korban dihadapkan pada situasi
yang sangat membahayakan jiwanya.
Oleh karena itu diperlukan pengawasan
dan penindakan vyang efektif oleh
pemerintah bekerjasama dengan
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
untuk melakukan pemantauan, evaluasi
dan pelaporan mengenai pelaksanaan
perlindungan saksi dan korban serta
penegakan hukum terhadap korporasi
dan/atau pengurus apabila terbukti
secara sah melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Djamali Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia,
Ed. 2. Jakarta, Rajawali Pers, 2009.

Girsang Junivers, Abuse of  Power
(Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat
Penegak Hukum Dalam Penanganan
Tindak Pidana Korupsi, J.G. Publishing.
Jakarta, 2012.

Hamzah Andi, Terminologi Hukum Pidana,
(Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar
Grafika, Jakarta, 2008.

Howard R.E., HAM Penjelajahan Dalih
Relativisme Budaya, PT Pustaka Utama
Grafiti, Jakarta, 2000.

Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana,
Cetakan Pertama, Sinar Grafika,
Jakarta, 2011.

Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni
dan Nusya A., Kamus Hukum Lengkap
(Mencakup Istilah Hukum &

Perundang-Undangan Terbaru,
Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta.
2012.

Mardani, Penyalahgunaan Narkoba Dalam
Perspektif Hukum Islam Dan Hukum
Pidana  Nasional, Ed. 1, PT.
RajaGrafindo, Jakarta, 2008.

Marpaung Leden, Asas-Teori-Praktik Hukum
Pidana, Sinar Grafika. Jakarta, 2005.

Masriani Tiena VYulies, Pengantar Hukum
Indonesia, Cetakan Kelima, Sinar
Grafika, Jakarta, 2009.

145



Lex Crimen Vol. VIII/No. 5/Mei/2019

Mauna Boer, Hukum Internasional Pengertan
Peranan dan Fungsi Dalam Era
Dinamika Global, Alumni, Bandung,
2001.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi
Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin,
Perlindungan Saksi & Korban Dalam
Sistem Peradilan Pidana, Putra Media
Nusantara, Surabaya, 2009.

Muhamad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian
Hukum, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung. 2004.

Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti,
Politik ~ Hukum  Pidana Terhadap
Kejahatan Korporasi, Cetakan
Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.

Nasution Johan Bahder, Negara Hukum dan
Hak Asasi Manusia, Mandar Maju,
Cetakan Ke-l. Bandung, 2011.

Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, Pidana
Penjara Dalam Perspektif Penegak
Hukum Masyarakat dan Narapidana,
CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.

Sadjijono, Polri Dalam Perkembangan Hukum
Di Indonesia, (Editor) M. Khoidin,
LaksBang PRESSindo, Yogyakarta,

2008.
Sampara Said, dkk, Buku Ajar Pengantar limu
Hukum, cetakan 1l, Total Media,

Yogyakarta, 2011.

Siswanto H., S. Politik Hukum Dalam Undang-
Undang Narkotika, Cetakan Pertama,
PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudiji, Penelitian
Hukum  Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta. 1995.

Sudarsono, Kamus Hukum, Cetakan 6. Rineka
Cipta, Jakarta, 2009.

Sudarsono, Pengantar Ilimu Hukum, Cetakan
Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta,
2007.

Sudarso Yus, Slamet Wahyudi dan Syahrial
Yuska, llmu Hukum Dalam Perspektif
Filsafat llmu, Dalam Trianto & Titik
Triwulan Tutik, Bunga Rampai Hakikat
Keilmuan limu Hukum, Suatu Tunjauan
Dari Sudut Pandang Filsafat limu,
Prestasi Pustaka, Cetakan Pertama,
Jakarta, 2007.

Sunarso  Siswantoro, Penegakan  Hukum
Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi
Hukum, PT. RajaGrafindo Persada,
Jakarta, 2004.

Syahrin Alvi, Beberapa Isu Hukum Lingkungan
Kepidanaan, Cetakan Revisi, PT.
Sofmedia, Jakarta, 2009.

Syamsuddin Aziz, Tindak Pidana Khusus,
(Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar
Grafika, Jakarta, 2011.

Syahrin Alvi, Beberapa Isu Hukum Lingkungan
Kepidananaan, Cetakan Revisi, PT.
Sofmedia, Jakarta, 2009.

Tutik Triwulan Titik, Pengantar Hukum Perdata
di  Indonesia, Cetakan Pertama,
Jakarta, 2006.

Waluyadi, Pengetahuan Dasar Hukum Acara
Pidana, Mandar Maju, Bandung, 1999.

Waluyadi, IImu Kedokteran Kehakiman Dalam
Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum
Praktik Kedokteran, Djambatan,
Cetakan Ketiga. Edisi Revisi, Jakarta,
2007.

Wiyanto Roni, Asas-Asas Hukum Pidana,
Cetakan ke-l. Mandar Maju, Bandung,
2012.

Yamin Muhammad, Tindak Pidana Khusus, Cet.
1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.

Zein Ahmad Yahya, Problematika Hak Asasi
Manusia, Edisi Pertama. Cetakan
Pertama, Liberty. Yoyakarta. 2012.

146



